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Abstract 
Group companies grow and develop and many group companies cannot be controlled so that 
they can result in monopolies. The monopoly will occur in networks or business relationships 
owned by group companies. This relationship can be understood as a legal entity that has a 
relationship within the grub company. 
This research method uses normative research, where normative legal research is research by 
collecting secondary data that is in accordance with the problem to be studied and then 
processed.  
The results of this study explain that the responbility of the holding company to its subsidiaries 
in group companies is a legal relationship related to the parent and subsidiary companyes. 
This legal relationship after the merger, the parent company has the authority as the majority 
shareholder of the subsidiary. Therefore the parent company will control the operation of the 
subsidiary. The parent and subsidiary companies have different articles of a of association are 
a positive law where if the articles of association are violated it will result in the cancellation 
of the transaction. If the subsidiary is sued and the subsidiary violates the law, the party who 
is aggrieved will be sued, namely the subsidiary because based on the law, the subsidiary has 
its own responbilities in running the company.  
 
Keywords: Responsibility, Parent company, Subsidiary. 
 
 

Abstrak 
Perusahaan kelompok tumbuh dan berkembang serta banyak perusaan kelompok yang tidak 
dapat dikendalikan sehingga dapat mengakibatkan adanya monopoli. Monopoli tersebut akan 
terjadi pada jaringan atau hubungan usaha yang dimiliki oleh perusahaan kelompok. Hubungan 
tersebut dapat dipahami sebagai badan hukum yang memiliki hubungan dalam perusahaan 
grub.  
Metode penelitian ini menggunakan penelitian normative, dimana penelitian hukum normative 
merupakan penelitian dengan cara mengumpulkan data-data sekunder yang sesuai dengan 
masalah yang akan dikaji dan kemudian diolah. 
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Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa pertanggungjawaban holding company terhadap 
anak perusahaan dalam perusahaan grub merupakan adanya hubungan hukum terkait induk dan 
anak perusahaan. Hubungan hukum tersebut sesudah adanya merger maka induk perusahaan 
memiliki wewenang sebagai pemegang saham mayoritas dari anak perusahaan. Oleh karena 
itu induk perusahaan akan mengontrol berjalannya anak perusahaan. Induk dan anak 
perusahaan memiliki anggaran dasar yang berbeda, anggaran dasar tersebut merupakan hukum 
yang positif dimana jika anggaran dasar tersebut dilanggar maka akan berakibat batalnya 
transaksi. Apabila anak perusahaan digugat dan anak perusahaan melakukan pelanggaran 
hukum maka yang akan digugat oleh pihak yang dirugikan yaitu anak perusahaan karena 
berdasarkan hukum anak perusahaan memiliki tanggung jawab sendiri dalam menjalankan 
perusahaannya. 
 
Kata Kunci: Tanggung jawab, induk perusahaan, anak perusahaan. 
 
 
PENDAHULUAN 

Perusahaan kelompok menjadi topik yang sangat menarik untuk dikaji dimana 

Perusahaan kelompok tumbuh dan berkembang serta banyak perusaan kelompok yang tidak 

dapat dikendalikan sehingga dapat mengakibatkan adanya monopoli. Monopoli tersebut akan 

terjadi pada jaringan atau hubungan usaha yang dimiliki oleh perusahaan kelompok. Hubungan 

tersebut dapat dipahami sebagai hubungan antara badan-badan hukum yang terdapat didalam 

perusahaan grub. Perusahaan yang berada dalam pimpinan yang sama maka pengelolaanya 

juga akan sama. Perusahaan yang berada dalam suatu grub harus berstatus badan hukum, salah 

satunya yaitu perseroan terbatas.  

Perseroan terbatas menurut sutantya dan sumantoro yaitu dari menyimpulkan pasal 36, 

40, 42, dan 45 KUHD yaitu suatu perseroan memiliki beberapa unsur antara lain: adanya 

kekayaan yang terpisah antar pribadi pada masing masing persero, adanya pemegang saham 

dan memiliki tanggungjawab sesuai dengan kepemilikan sahamnya, adanya pengurus serta 

pengawas dalam perseroan terbatas, tugas dan tanggung jawabnya disesuaikan dengan 

anggaran dasar dan keputusan dalam RUPS.1 

Perusahaan kelompok menurut Christianto Wibisono adalah suatu usaha yang terdapat 

penggabungan beberapa perusahaan yang bergerak dalam berbagai macam kegiatan vertikal 

dan horizontal.2 Menurut S,M Bartman perusahaan kelompok merupakan susunan dari 

                                                        
1 Agus Budianto, Kedudukan Hukum dan Tanggungjawab Pendiri Perseroan Terbatas, Ghalia Indonesia, 
Jakarta, 2002, h.24. 
2 Sulistiawaty, Tanggung jawab Perusahaab Induk Terhadap Kreditur Perusahaan Anak, 2008. 
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perusahaan yang secara yuridis berdiri dan terletak dan berada dalam pengawasan pimpinan 

sentral yang menjadi satu kesatuan.  

Suatu perusahaan yang sudah lama berdiri dan merupakan perusahaan yang besar maka 

perusahaan tersebut dapat dibagi atau dipecah sesuai dengan bidang bisnisnya. Pemecahan 

tersebut akan menjadi perseroan terbatas yang masih dalam kepemilikan yang sama dan adanya 

pengontrolan untuk batasan tertentu. Kepemilikan perusahaan inilah yang disebut sebagai 

holding company. Holding company atau perusahaan induk adalah perusahaan yang memiliki 

tujuan untuk mendapatkan saham dari beberapa perusahaan lain dan mereka dapat mengatur 

perusahaan perusahaan tersebut. Induk perusahaan memiliki banyak anak perusahaan yang di 

masing masing perusahaan mempunyai bidang pengembangan bisnis yang berbeda satu sama 

lain. Adapun cara atau proses yang dapat dilakukan untuk membuat induk perusahaan atau 

holding company yaitu dengan 3 prosedur, yang pertama prosedur residu, prosedur penuh data, 

dan yang ketiga yaitu prosedur terprogram. 

Perusahaan holding company terdapat proses konglomerasi atau terdapat proses 

pemusatan beberapa perusahaan anak dan bergabung pada perusahaan induk sehingga 

perusahaan holding company ini terbentuk.3 Peraturan yang bersangkutan dengan holding 

company menggunakan pendekatan personal tunggal yaitu peraturan yang berkaitan dengan 

perseroan tergabung dalam holding company akan menjadi bagian hukum dari perusahaan.4 

Hal ini kemudian timbul bagaimana hubungan hukum yang akan terjadi dalam induk 

perusahaan dan anak perusahaan khususnya yang terbentuk melalui merger? Dan bagaimana 

terkait tanggungjawan perusahaan induk terhadap perikatam yang terjadi pada anak 

perusahaan? Berdasarkan hal itulah maka dalam penelitian ini yaitu mengenai hubungan 

hukum serta tanggungjawab antara induk perusahaan dan anak perusahaan. 

 

METODE PENELITIAN 

Untuk melakukan penelitian ini maka digunakan metode penelitian normatif dimana 

penelitian hukum normative adalah salah satu penelitian yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan data-data sekunder yang sesuai dengan masalah yang akan dikaji dan kemudian 

diolah. Data-data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berasal dari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yaitu berupa peraturan peraturan yang 

                                                        
3 Hasan Shadily (pemred), 1987, Jakarta. 
4 Sulistyawati. 2010. Aspek Hukum dan realitas bisnis Perusahaan grub di Indonesia. Erlangga: Jakarta, h,19. 
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terkain dengan permasalahan yang dikaji, sedangkan bahan hukum sekunder berasal dari buku, 

jurnal, karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.  

 

PEMBAHASAN 

A. Hubungan hukum yang terjadi dalam induk dan anak perusahaan dalam 

perusahaan kelompok 

Perusahaan kelompok adalah suatu fenomena dalam hukum perusahaan yang 

terus berkembang sebagai suatu tanggapan terkait kebutuhan untuk meningkatkan 

bidang efisiensi ekonomi dalam semua bidang bisnis.perusahaan grub ini semakin 

digunakan ketika sekelompok perusahaan bergerak di berbagai bisnis yang bisnis satu 

dengan bisnis lainya tidak saling berkaitan, hal ini sering disebut dengan korporasi.5 

Perusahaan grub mampu terjadi melalui penggabungan, peleburan, dan 

pengambilan perusahaan. Penggabungan disini disebut sebagai merger. Pengertian dari 

proses-proses terjadinya perusahaan grub tersebut diatur di dalam pasal 122 -134 

Undang-Undang perseroan terbatas No.40 Tahun 2007. Salah satu cara untuk 

membentuk suatu perseroan yaitu melalui penggabungan. Sementara itu,, Sri Redjeki 

Hartono menyatakan bahwa penggabungan perusahaan memiliki tujuan untuk 

memajukan perusahaan perusahaan. Selain itu, secara tidak langsung untuk 

mendapatkan keuntungan serta untuk kepentingan orang-orang atau pemilik dibalik 

nama perusahaan yang terkait.6 Tujuannya yaitu untuk mengembangkan bisnis dengan 

optimal, memperkuat kondisi pasar untuk hal jual beli maupun untuk mendapatkan 

posisi pendapatan yang tinggi. Perbuatan perseroan atau kelompok perseroan yang 

melakukan penggabungan harus berdasarkan dan memenuhi ketentuan yang terdapat 

dalam undang-undang yang berlaku untuk menjamin kepastian hukum penggabungan 

serta untuk melindungi kepentingan pihak yang menggabungkan diri, khususnya pihak 

ketiga. Peggabungan akan berakhir walaupun tanpa adanya likuidasi atau dengan 

likuidasi. Penggabungan perusahaan dapat dilakukan tanpa likuidasi sehingga akibat 

hukum yang akan terjadi pada penggabungan perusahaan tersebut diatur dalam 

Undang-Undang perseroan terbatas Nomor 40 tahun 2007 pasal 122 ayat (3)  

                                                        
5 HMU Fattowi Assari, “Peningkatan Kinerja BUMD Melalui Pengembangan Holding Company, Tesis Fakultas 
Sosial Politik Pogram S2 Universitas Indonesia, Jakarta, 2000, h. 54, 12 Maret 2023 
6 Sri Redjeki Hartono, et.al., 2000, Kapita Selekta Hukum Perusahaan, Jakarta : Mandar Maju, hlm. 50, 12 
Maret 2023 
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Pada umunya holding company serta anak perusahaan memiliki hubungan 

hukum yang terdiri dari beberapa aspek. Hubungan tersebut mencakup aspek-aspek 

seperti di bawah ini: (Sulistiowati, 2010:96). 

1. Holding company memiliki anak perusahaan dengan saham gabungan 

Saham perusahaan yang dimiliki oleh holding company yaitu anak perusahaan 

dapat memberikan kekuasaan kepada perusahaan induk yaitu posisi sebagai 

maanger pusat yang akan menjalankan sebagai unit bisnis. Kepemilikan induk 

perusahaan atas saham anak perusahaan dalam memberikan kekuatan yang 

signifikan pada perusahaan induk bertindak sebagai pemimpin pusat yang 

mengawasi anak-anak perusahaan sebagai unit manajemen. Salah satu kewajiban 

kepemilikan saham perusahaan induk di anak perusahaan adalah 

zeggenschapfuctie. Kepemilikan zeggenschapsfuctie di anak perusahaan 

memberikan hak suara induk perusahaan dalam mengendalikan anak perusahaan 

melalui bebagai mekanisme kontrol yang ada seperti RUPS untuk mendukung 

beleggingsfunctie dan kostribusi perusahaan kelompok sebagai kesatuan ekonomi. 

2. Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS 

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah salah satu bentuk pengendalian 

yang dilakukan induk perusahaan untuk mengendalikan anak perusahaan. Terdapat 

isu-isu strategis dalam RUPS yang dapat diputuskan oleh holding company untuk 

merealisasikan rencana bisnis anak perusahaan. Isi dari RUPS yaitu mencakup visi, 

misi, budaya, serta tujuan perusahaan. Rencana strategis yang selanjutnya akan 

ditindaklanjuti anak perusahaan dan akan disesuiakan dengan kemampuan anak 

perusahaan.  

3. Jabatan anggota direksi dan komisaris 

Jabatan yang dipegang oleh direksi dan komisaris induk perusahaan sebagai 

direktur anak perusahaan adalah suatu bentuk dari fungsi pengendalian langsung. 

Tujuan dari fungsi pengendalian langsung yaitu utuk memiliki pengetahuan yang 

mendalam tentang berkembangnya operasional yang akan dialami oleh anak 

perusahaan. Memiliki saham atas anak perusahaan, dalam hal ini perusahaan induk 

memiliki kekuasaan untuk mengangkat direksi dan/atau dewan komisaris induk 

peiruisahaan dapat meire ingkap se ibagai direiksi ataui komisaris. Pe ine impatan orang-

orang peiruisahaan induik tidak ada peinge indalian atas anak peiruisahaan langsuing 
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dalam ke igiatan opeirasional anak pe iruisahaan. Se icara uimuim keikuiasaan direiksi 

didasarkan pada ke ite intuian huikuim dan anggaran dasar PT be irsangkuitan.  

4. Pe inghu ibuingan me ilalu ii voting agre ie imeint 

Pe inandatanganan pe irjanjian hak suiara diguinakan u intuik meinciptakan keiseipakatan 

bahwa dire iktuir dan direiksi akan dite intuikan oleih salah satui dari peimeigang saham. 

5. Pe ingikatan kontrak 

peingikatan kontrak adalah suiatui be intuik peingalihan peinge indalian dalam hal 

peingu iruisan peiruishaan yaitui de ingan meilaluii suiatu i peirjanjian peinguiruisan badan 

uisaha ataui peiruisahaan.  

De ingan deimikian maka akan timbuil huibuingan huikuim yang teirjadi anatara 

holding company dan anak pe iruisahaan dan akan teirjadi peinggabuingan u isaha dalam 

su iatui gruib peiruishaan yang me iruipakan huibuingan hu ikuim kontraktuian induik pe iruisahaan 

dari peime igang saham u itama deingan anak pe iruisahaanya. Anggaran dasar anak 

peiruisahaan teilah meingatuir deingan jeilas huibuingan huikuim teirse ibuit. Huibuingan antara 

holding company de ingan anak peiruisahaannya yaitui hanya se ibatas huibuingan antara 

peiruisahaan de ingan pe imeigang sahannya. Ke iwajiban dan hak peiruisahaan te irbatas pada 

apa yang teilah diseipakati dalam uindang-uindang ataui peirjanjian peimeigang sahan dan 

ditandatangani keiduia beilah pihak. Seimuia beintuik huibuingan istimeiwa antara holding 

company deingan anak peiruisahaan tidak meimuingkinkan u intuik teirjadinya 

tangguingjawab langsu ing yang dilakuikan keipada indu ik peiruisahaan atas tindakan anak 

peiruisahaan. Peirjanjian yang dilakuikan oleih holding company sangat te irbatas pada 

peirjanjian yang akan me imuingkinkan holding company be irlakui seibagai peinge indali 

anak peiruisahaan yang dibu iatnya. Huibuingan yang harmonis teirseibuit haruis teircipta 

dalam keiduia pe iruisahaan te irse ibuit seihingga keiduiannya dapat be irfuingsi deingan baik dan 

seime istinya. 

 

B. Tanggung Jawab holding company terhadap anak perusahaan. 

Se ibeiluim me imbahas tanggu ing jawab induik pe iruisahaan dalam pe irikatan yang 

dikakuikan oleih anak peiruisahaan, mari kita bahas te irle ibih dahuilui keiweinangan anak 

peiruisahaan dalam me ilaksanakan peirikatan. Beiriku it peirke imbangan dari apa yang 

dianggap seibagai keikuiasaan uimuim peirse iroan, yang pada uimuimnya diatuir dalam 

U indang-uindang di bidang peirse iroan dan diteintuikan dalam anggaran dasar pe irse iroan. 
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Pe irke imbangan yang konsiste in meiruipakan e ivoluisi meinuijui peingakuian otoritas 

peiruisahaan yang leibih luias. Seicara teiori, kita dapat me imisahkan otoritas (ke ikuiasaan) 

peiruisahaan dari tuijuian dan sasaran pe iruisahaan (goals). Keiwe inangan meiruipakan suiatui 

keipe ircayaan yang dibe irikan keipada pe iruisahaan u intuik meilakuikan peirbuiatan huikuim 

deingan pihak keitiga. Anak peiruisahaan hasil dari pe inggabuingan seibagai PT deingan 

badan huikuim yang beirdiri seindiri, anak pe iruisahaan se indiri meiruipakan peimilik hak dan 

me imiliki keiwajibannya se indiri, yang seicara huikuim teirpisah dari ke ikayaan peimeigang 

sahamnya. 

Se icara e itiologis, tanggu ing jawab huikuim se iring dikacauikan deingan 

re isponsibiliti. Pe inge irtian tanggu ing jawab meinuiruit Kamuis Beisar Bahasa Indoneisia 

me iruipakan keiadaan yang haruis meinangguing se igala seisu iatu i, jika teirjadi se isu iatui dapat 

dipe irsalahkan. Tanggu ing jawab huikuim dapat dibe idakan atas peirtanggu ing jawaban 

individu i dan peirtanggu ing jawaban kole iktif. Dalam Kitab Uindang-Uindang huikuim 

Dagang (KU iHD) Pasal 40 ayat (2) dinyatakan bahwa pe imeigang saham tidak 

beirtanggu ingjawab leibih dari pada juimlah Peinuih dari saham-saham itui. Prinsip yang 

sama juiga dibeirlakuikan oleih UindangUindang Peirse iroan Teirbatas yang me inyatakan 

deingan teigas bahwa “Peirse iroan Teirbatas me iruipakan badan huikuim dan tangguing 

jawabnya hanya seibatas saham-saham yang teilah diambil ole ih peime igang saham” 

(Pasal 3 ayat 1 Uindang-Uindang Nomor 40 Tahuin 2007 teintang Pe irseiroan Teirbatas). 

U iUiPT hanya meine igaskan bahwa ada beibe irapa peinge icuialian te irhadap asas peirse iroan 

te irbatas badan huikuim yang beirsangku itan, teimasuik meingakuisisi induik pe iruisahaan 

seibagai peime igang saham uintuik be irtanggu ing jawab atas keiruiguian anak peiruisahaannya. 

Beirdasarkan Uindang-Uindang Nomor 40 Tahu in 2007 Pasal 3 ayat (2) 

yangme inyatakan keite intuian seibagaimana dimaksuid pada ayat (1) tidak beirlakui jika: a) 

peirsyaratan Pe irse iroan seibagai badan huikuim beiluim ataui tidak teirpeinuihi, b) peimeigang 

saham yang be irsangku itan baik langsu ing mauipuin tidak langsu ing de ingan itikad buiruik 

me imanfaatkan Peirse iroan uintuik keipe intinganpribadi, c) peimeigang saham yang 

beirsangku itan teirlibat dalam peirbuiatan meilawan huikuim yang dilakuikan oleih Peirse iroan; 

ataui, d) peime igang saham yang beirsangku itan baik langsuing mauipuin tidak langsu ing 
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seicara meilawan huikuim me inggu inakan keikayaan Pe irse iroan, yang me ingakibatkan 

keikayaan Pe irseiroan meinjadi tidak cuikuip uintuik me iluinasi uitang Peirse iroan.7  

Tanggu ing jawab huikuim te irkait deingan peiruisahaan gruip, meiruijuik pada prinsip 

huikuim bahwa peiruisahaan induik beibas uitang ataui pe irbuiatan huikuim anggota lain dari 

peiruisahaan gru ip, jika ada anggota di dalam pe iruisahaan gru ip me iruipakan badan huikuim 

yang mandiri. Batas tanggu ing jawab huikuim pe iruisahaan indu ik teirhadap anak 

peiruisahaan dalam konstru iksi huikuim pe iruisahaan gruip tidak jeilas ataui ambigu i dalam 

me ine intuikan ke iwajibannya. 

Kostruiksi huikuim peiruisahaan gruip yang teirdapat keilompok indu ik dan anak 

peiruisahaan yang me imiliki badan huikuim indeipe inde in yang me imiliki hak dan keiwajiban. 

Prinsip huikuim teintang hak dan keiwajiban ini beirlakui jika anak peiruisahaan me imiliki 

huibuingan deingan pihak keitiga. Huibuingan anak peiruisahaan deingan pihak ke itiga, pada 

dasarnya adalah pe iruisahaan induik ataui anak peiruisahaan lainnya tidak me imiliki 

keipe intingan dan hak keiwajiban anak pe iruisahaan dalam inte iraksi ataui huibuingan deingan 

para pihak ke itiga.  

1. Tanggu ing jawab induik pe iruisahaan kare ina adanya kontrak yang be irsifat keibe indaan 

Pe iruisahaan induik dapat me ingadakan pe irjanjian mateiril yang beirkaitan deingan 

opeirasi anak peiruisahaan. Deingan deimikian, peiruisahaan induik dapat sampai pada 

batas teirte intui, me imikuil tangguing jawab huikuim atas tindakan anak pe iruisahaannya. 

Inui bisa teirjadi, keitika aseit pe iruisahaan induik juiga beirfuingsi se ibagai jaminan atas 

huitang anak pe iruisahaan.8 

2. Tanggu ing jawab induik peiruisahaan kareina adanya kontrak yang beirsifat pe irsonal 

Se ibuiah pe irjanjina pribadi dapat dibuiat dalam hak ini uintuik meingalihkan 

tangguing jawab badan hu ikuim jika ini adalah tanggu ing jawab anak peiruisahaan, 

seihingga peiruisahaan induik juiga dapat me inge ilola bisnis anak peiruisahaan. Hal ini 

dilakuikan, uintuik meinguitamakan ke iwajiban anak peiruisahaan. Bisa deingan asuimsi 

garansi pe iruisahaan, garansi pribadi, ataui geine irasi teirbatas.9 

 

 

                                                        
7 Sulistiowati, 2010, Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup di Indonesia, Erlangga, Jakarta, h. 65, 
15 Maret 2023 
8 Ibid. 
9 Gatot Supramono, Kedudukan Perusahaan(Jakarta:PT.Rineka Cipta,2007), hal.91 
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3. Tanggu ing Jawab Indu ik Peiruisahaan Teirhadap Peirikatan Anak Pe iruisahaan 

Se itiap peiruisahaan dalam me injalankan keigitan uisahanya pasti me ilibatkan 

deingan pihak lain, yaitu i huibuingan pihak ke itiga yang te irgabu ing. Pe iruisahaan 

me ilakuikan juial be ili, pe injaman dari bank, transaksi se iwa, dan lain-lain. Ke itika 

transaksi be irjalan lancar ataui tidak ada masalah maka hal ini biasanya masih dalam 

kondisi aman, namuin ke itika te irjadinya seibaliknya, misalnya peiruisahaa lalai maka 

yang dicari ialah meinyangkuit de ingan tanggu ing jawabnya. Kareina pe inye ileinggara 

transaksi adalah pe iruisahaan, maka masalah tanggu ing jawab dapat dipeingaruihi oleih 

statuisnya apakah itui badan huikuim ataui tidak. Adanya statuis teirse ibuit 

me impeingaruihi siapa yang se iharuisnya be irkuiasa.10 

 

KESIMPULAN 

Beirdasarkan pe imbahasan se ibagaimana te irse ibuit diatas, maka dapat disimpuilkan 

seibagai be iriku it: 1. Huibuingan huikuim yang akan te irjadi dalam holding company deingan anak 

peiruisahaan se iteilah teirjadi me irge ir, holding company seibagai peime igang saham uitama dari anak 

peiruisahaan me ingakibatkan indu ik pe iruisahaan dapat meingawasi dan meingontrol jalannya 

peiruisahaan deingan keipe imilikan sahamnya. Masing masing peiruisahaan me imiliki 

keidu idu ikannya seindiri se indiri. 2. Induik peiruisahaan dapat beirtanggu ingjawab pada peirbuiatan 

hu iku im yang dilakuikan ole ih anak peiruisahaan apabila induik pe iruisahaan beiluim ataui tidak 

te irpe inu ihi seibagai badan hu ikuim. Tanggu ingjawab indu ik peiruisahaan dibeidakan meinjadi 3 yaitui 

tangguingjawab induik peiruisahaan kareina adanya kontrak yang be irsifat keibe indaan, 

tangguingjawab induik pe iruisahaan kareina adanya kontrak yang beirsifat pe irsonal, 

tangguingjawab induik peiruisahaan teirhadap peirikatan anak pe iruisahaan. Apabila yang 

me ilakuikan pe irjanjian adalah suiatui pe iruisahaan maka tanggu ingjawab akan dipeingaruihi oleih 

statuis peiruisahaan te irse ibuit yaitui be irbadan huikuim ataui tidak. Peirbe idaan teirkait statuis teirse ibuit 

beirpe ingaruih pada siapa yang akan be irtanggu ingjawab. 

 

 

 

 

                                                        
10 Gatot Supramono, Kedudukan Perusahaan Sebagai Subyek Dalam Gugatan Perdata, PT. Rineka 
Cipta,Jakarta, 2007, h. 135. 
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SARAN: 

U intuik meinge itahuii meikanismei dan tanggu ingjawab dalam holding company se ibaiknya 

peirmasalahan te irkait peiruisahaan gruip haruis diatuir dalam uindang-uindang peirse iroan teirbatas. 

De ingan diatuirnya meinge inai peiruisahaan gruib dalam uindang-uindang maka keipeintingan 

keipe intingan yang ada pada pihak ke itiga dapat dilindu ingi seihingga peirtu imbuihan pe iruisahaan 

gruib tidak me ingakibatkan praktik monopoli.  
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